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Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap beban kerja pada seluruh A ; :

‘Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan ' ° ’

- SPPPE TR

BUPATI MINAHASA SELATAN S
PROVINSI SULAWESI UTARA B

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN i AL A f:'.j'”:

NOMOR [ TAHUN 2017 e S Ak
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 _
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN e

PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Satuan Kerja Perangkat Daerah, dimana Badan Pengelola - A ”
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mmahasa Selatan ’::,f ;,.3
Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Badan s s

Aegp il 1

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa i,

Selatan, Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah = |
Kabupaten Minahasa Selatan serta Pengelola Keuangan pada :
Bagian Layanan Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah j*f
Kabupaten Minahasa Selatan masuk kategori yang memiliki |
A

Eqiihedy
ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Bupati Mmahasa Selatan, i

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Tambah 4 f :
ka.t ;

beban kerja khusus, maka dipandang perlu mengatur kembah ;’(3;

&

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerlntah
Kabupaten Minahasa Selatan, dan menetapkannya dengan
Peraturan Bupati; ; ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud i
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa |
Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahaéa St
Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberlan“_‘;
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di L1ngkungan b
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi bk |3
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 A j;’ :
tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm
Nomor 4273); by e 8 1




i en

10,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang querlksaan d
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara i(mmﬁé}%
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangari
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara ‘
Republik Indonesia Nomor 5234); e
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur S1P1l o
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201}4 adil
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk" Indonesm ‘?33
Nomor 5494); el ;3;'”*“;%5 ¥
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntaha_q Sty
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 | K iy
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk‘ Indonesia :
Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir = % _
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang . . 33
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 .,,.,',; e

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk 4 3
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negéra T
Republik Indonesia Nomor 5679); Fo by i ,‘?’“ EE:E
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan e
Gaji PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19475 -"’2.%"
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Repubhk ‘Indonesia ”, ‘,3
Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhlr ’; 2
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang 4153@
Peraturan Gaji PNS (Lembaran Negara Repubhk Indonesxa p 18
Tahun 2015 Nomor 123); o ;.: ¥ .;3}‘ ,
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang i w
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk ,’ {_
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara .
Republik Indonesia Nomor 4578); ity i
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan . .
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk ﬁgnﬂl

i
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara ;;;};:3

Republik Indonesia Nomor 5135); g R ,; ,*;g:;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang it i‘ 3
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaumana telah i

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri + Nomor 59 ',1 ,‘

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4 4.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

fs

v Hbgs
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentan%
Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Llngkungan

i *,gr:w

,3_,,-,.

1%

43:,
e
by

Departemen Dalam Negeri; ;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara - - b
Republik Indonesia Nomor 5135); : il
Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomior © Tahunasl ;‘.,
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah «+ By
(Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2006 b
Nomor 9 Seri E); il i
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan =/
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan i
(Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 e dibgy
Nomor 6 Seri D); : ;{ 'f?z A

L8

Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 36 Tahun 2016‘3; ,
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok. ‘dan e es
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten '
Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan . | |
Tahun 2016 Nomor 36); i
Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 37 Tahun 2016 ,;i‘; ,
tentang Kedudukan, Susunan Orgamsam Tugas Pokok dan -:b-, {,ﬁ

3
a%
- |

Olaraga Kabupaten Minahasa Selatan (Benta Daerah Kabupaten ’“i’
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 37); o "i'l i
Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 38 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungs1 serta Tata Ker}a Satuan Polisi Pamong Praja Dan il

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perlkanan
Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten ‘ '%;
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 39); ' ' it L 1
Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 40 Tahun 2016 . i’
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan m
Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penel1t1an Dan vy
Pengembangan Kabupaten Minahasa Selatan (Benta Daerah ihh
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 40); 4
Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 41 Tahun 2016 :
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan | -4
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan ‘Kabupat"éﬁ ,,
Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 8 o
Tahun 2016 Nomor 41);




TR
:

15

-
-

RIS

o

&

L3

-
[

-
= = =
% * ;

"-? &2

W

.Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 42 Tahun 2016".,,.,
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan z

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha : Kecﬂ Dan
Menengah Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah 84 i 4
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 42); o -
. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 43 Tahun 2016 I"’,{E:“
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan 3,,:’
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Minah;as.é‘lu‘ a i
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun '
2016 Nomor 43);

.Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Li# Ak
Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Mmahasa Selata ) ;_;
Tahun 2016 Nomor 44); o L
. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 45 Tahun 2016:?
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Parawisata Kabupaten Minahasa .
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun -f;.;j #hre
2016 Nomor 45); : R
. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 46 Tahun. 2016..:«"3'
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok danj
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mlnahasa”’f'f 3:,4
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun ”QE
2016 Nomor 46); ve yi
. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 47 Tahun 2016 4 ,
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten * §%4

. vaf Ak
Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Mmahasa Selataﬁ oA
Tahun 2016 Nomor 47); 3 f,,; ;!f;;g;i‘_;f. Fife

. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 48 Tahun 2(&6” :
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan "'”"
Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan . »
Pelatihan Kabupaten Minahasa Selatan (Benta Daerah el
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 48; : L L,
. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 49 Tahun 2016 *.wé .-;fr::;
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan '
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten . ”Mmahasa -am»::;}f:f

Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selat_gn Tahgn :«
2016 Nomor 54) #31

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan , w
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan |
Desa Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupasﬁl;.l, *&g
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 50j; b fo - i
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 51 Ta'ilun 2016 i
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 4 b
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Mlnahasa b 1
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun | '. _.""‘
2016 Nomor 51); - B3 i hd s
Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 52 Tahun 2016 ol b5
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok 'dan & ’:':::
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan U i
Ruang Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten ;
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 52);

Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 53 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok d'an

.....

Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 54 Tahun 2016 # '«.r‘-‘

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan n

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset .“"1"?;

Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten ‘:ﬁf
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 54); : $ *;';,
Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 55 Tahun 2016 L{&;:{
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan(ggzsﬁ
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi ,.,;;,ﬁ;i
Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten :53
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 55); i w 13
Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 56 Tahun 2016 arin 3};
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupater} 'l
Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Mmahasa Sélatan (o ;_
Tahun 2016 Nomor 56); : : 3?3 gﬁ’t.:%@r 5 '
Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 57 Tahun' 2016%3%
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan .
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Ihformatika . ;ﬁ
Kabupaten Minahasa Seclatan (Berita Daerah Kabupaten 9k
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 57); i g
Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 59 Tahun 2016 bt 1
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan';f«” ]
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kerarﬂkﬁa}ﬁlwfaﬂ.f
Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 59);

Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 60 Tahun 2016 i
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok d?n
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga S0

£ i i

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perhndungan Anak 5 "'*,

Fhit e

Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten !
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 60); ko) S 1L 1

39. Peraturan Bupati... ¥4

558 # e
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39.

40.

41.

43.

44,

it 1 Adings }wﬂg‘. 'ﬂ
bl ”n? 7&

ki " ws‘ %

Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 61 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan . i

3 . A g
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Minahasa ;f; ;:ﬁ
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun | d :;‘”
2016 Nomor 61); geo it ’L?ﬁ

Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 62 Tahun 2016‘ et
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan . .| khe
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten = 4"‘-'“
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 62); 4 ,
Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 64 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 4,;’;;-;»
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelay’anénﬂ.i i,
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan (Benta Daerahv;f',f r;z
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 64), LA ‘;"»"-f'*j ity
. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 65 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok“dan @ En
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat =478
Daerah Kabupaten Minahasa selatan (Berita Daerah Kabupaten - = & |
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 65); e e ’::*:ﬁ
Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 68 Tahun 2016 bt
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan'wr “M

"*i'M
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan ’ i

oA}

Sipil Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten {5 s
i iu

Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 68); ; . 3::
Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 70 Tahun 2016 orked {4
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Selatan 4
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Disiplin Jam Kerja Bag1 Aparatur mfgh
Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mmahasa “‘9
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahl.‘ln:.k ,ﬁx&

2016 Nomor 70).

)
MEMUTUSKAN : : i zx
i PR £

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN 'TENTANG ,;*'_ iﬁ
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA J’J
SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA 't’*ﬁr
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI ¥ **i;L;o
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN b
MINAHASA SELATAN s

i" 4

Jead i
' J
: &"

o 4
' 7

‘

‘s‘n

1

=

PASAL 1 W
i ;, i Jw-; {3}
ity rnc’wc
Mengubah beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupatl 3
Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang ‘Tata Cara, 3
Pemberian Tambahan Penghasilan di lingkungan Pemermtah“w"_ '}w
Kabupaten Minahasa Selatan Pasal 7 ayat (1) sehingga
keseluruhan Pasal 7 bebunyi sebagai berikut: 4
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Kabupaten Minahasa Selatan. o 3‘

Diundangkan di Amurang

Pada tanggal 2% 7enver 2017
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MINAHA®A SELATAN, ",,

“Pasal 77

ok R i, ;
(1) TPP berdasarkan Beban Kerja Khusus sebagaumana chmaksud ;g;-
dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada SKPD : v i .|

Esaysat

a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah* Kabupaten

ii_

Minahasa Selatan; i;éﬁﬁ
b. Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, gl a0 b o
c. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten s

Minahasa Selatan; o f;f’.;;
d. Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah 5 :{

Kabupaten Minahasa Selatan; dan ' }

e. Pengelola Keuangan pada Bagian Layanan Administrasi dan :
Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan* ‘mj

(2) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat 11
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. i "P'

e

PASAL II

v

Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 23 JQMM'\

BUPAT/MINAHASA SELATAN,




